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Penelitian ini dilatarbelakangi dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2017 yang menghilangkan peran Pengadilan dalam pembubaran ormas. Saat 

ini pemerintah adalah lembaga satu-satunya yang berwenang untuk melakukan 

pembubaran ormas, sehingga menarik untuk ditelaah dari tinjauan siyāsah idāriyah. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembubaran ormas 

menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, serta tinjauan siyāsah idāriyah 

terhadap Undang-Undang tersebut. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan (statue approach). Bahan hukum utama yang menjadi bahan 

analisa adalah Undang- undang Nomor 16 Tahun 2017. Sedangkan bahan hukum 

sekunder yang digunakan adalah dokumen tertulis seperti buku, kitab, jurnal dan 

sebagainya. Bahan hukum diolah dengan teknik editing dan deskripsi, serta 

dianalisa menggunakan analisa statue approach. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembubaran ormas menurut 

peraturan perundang-undangan di Indonesia dilakukan oleh lembaga eksekutif 

tanpa adanya keterlibatan peradilan. Proses pembubaran beberapa tahapan, mulai 

dari pemberian peringatan tertulis, penghentian kegiatan, hingga pencabutan status 

badan hukum ormas oleh kementerian terkait. Dari tinjauan siyāsah idāriyah, 

pembubaran ormas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 bertujuan menciptakan 

kemaslahatan umum. Adapun dari mekanisme pembubaran ormas, pemerintah 

sebagai ulil amri memiliki kewenangan untuk membubarkan atau memberhentikan 

ormas. Tetapi, mekanisme pembubaran ini dinilai bermuara pada penafsiran 

tunggal pemerintah saja karena tidak melibatkan lembaga independen lain dalam 

menafsirkan alasan pemubaran ormas.  

 

  


